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Pada haⅡ  ∶nl Kanlis tangε aI L∶Fna buIan Ⅲaret tahun dua 消bu dua pufuh (os-o⒊2020) yang
bertanda tangan di bawah inⅡ

生。 Nama
AIamat

Jabatan

2. Nama
A丨amat

Jabatan

D旧。susan刂 ,Ⅲ .AP
KOmpIek Perkantoran dan PemukiFnan terpadu Pemerintah Prov∶ ns∶ Kep。 Bangka
BeⅡtung Gedung κantor Gubernur LtⅡ  ⅡIJlⅡ Pulau Bangka κelurahan Air∶tam
κepala Dinas PembeFdayaan Perempuan, PeFl∶ ndungan Anak, κependudukan
Pencatatan s∶ p:l dan PengendaⅡ an Penduduk κe丨 uarga Berencana daIafn hal in:

bert∶ndak untuk dan atas nama D∶ nas Pemberdayaan Perempuan,PerIindungan
Anak, κependudukan Pencatatan sipⅡ dan Pengenda|ian Penduduk Ke∶ uarga
8eFencana yang$eIa蝴 utnya d泅ebut PIHAK PERt^Ⅲ A

D,sⅡH^RRIE PATR∶
^DⅡ

E
κompIek  PeΓ kantoran  Pemer∶ntah  Provins∶   KepuIauan  Bangka  Be|ltung
PangkaIpinang
KepaIa D∶ nas丁enaga κe刂a Provinsi Kepulauan Bangka BeIltung daIam hal In∶

bθrtindak untuk dan atas nama D∶ nas Tenaga κe刂a Provins∶ KepuIauan Banε ka
BeIitung yanε  seIa△ utnya disebut PlHAκ  κEDVA

土
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P∶ HAK PERTAM^dan PIH^κ  κEDuA yang seIa刂 utnya secara bersama-sama disebut PARA PlHAκ ,

terIebih dahuIu menerangkan sebagai beⅡ ku△

△. bahwa PIHAK PEFrAmA adalah unsur peIaksana PemeHntah Provinsi κepulauan Bangka
BeIitu|刂

:∶∶ d∶  bidanε  kependudukan dan pencatatan sipⅡ  yang bedanggung jawab kepada
Gubernur κepuIauan  Banε ka Belitung yang ben渺 enang dan berkew刽 iban mθIayani

pemanfaatan NOmoF ∶nduk Kependudukan (Ⅲ IK,, Data Kependudukan dan κTP e丨 ektronik

kepada Iembaga pengguna,ya⒒ u satuan κe刂a Perangkat Daerah Prov∶ nsi κepu【auan Bangka

Belitung;

2. bahwa P∶ HAκ κEDVA adalah D∶ nas Tenaga κe刂a Pr°v∶ ns: κepulauan Bangka BeⅡ tung yang
merupakan satuan κel∶;a PeFangkat Daerah Prov∶ ns∶ κepuIauan Bangka BeI:tung;

Dengan mempeFhat∶ kah ketentLfan perE1turan peFundan嫒吾ūndangan sebagai beF∶ kut:

且.   Vndang冖 undang NOmor 23 丁ahun 2006 tentang Adrnin:strasi Kependudukan (Lernbaran
Negara RepubⅡ k Indones∶a丁ahun2006NOmor丘 24,Tambahan Lembaran Ⅱegara RepubⅡ k

Indones∶ a Nomor4674),sebagaiFuana te∶ ah d∶ ubah denε¤n Vndang-undang Nomor24Tahun
20生3(Lembaran Negara RepubⅡ k Ⅱndonesia TahⅡ n20△3NOmor232,Tambahan Lembaran

"egara RepubⅡ
k Indonesia Nomor5475);

2.  Vndang~undang NOmor△ 主Tahun2008tentang!nformasi dan丁ransakg叵 lektron∶ k(Lembaran
Negara RepubⅡ k Indones:a丁 ahum 2008NOmor58,Tambahan Lembaran Negara RepubⅡ k

lndones∶ a Nomor4843),sθ baga:rnana telah diubah dengan Undangˉ undang N¤ mor±9Tahun
20±6(Lembaran Neε ara Repub∶【k:ndones∶a Tah刂n20置6ⅡomoF25丘,Tambahan Lembaran
Negara RepubⅡ k∶ndonesia Nomor5952);

3.   Peraturan PemeHntah NOmoF3了 Tahun2007tentang Pelaksanaan Vndang~undang N° mor
23Tahun2006tentang Adn哺 n∶strasi κependudukan(LembaFan Negara RepubⅡ k lndonesia

Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Neε ara RepubⅡ k ∶ndonesia Nomor 4736)
sebagairnana telah d:ubah dengan Peraturan PemeF∶ ntah Nomor工02Tahun20生 2(Lembaran
Negara RepubⅡ k lndon鸭:a Tahun20丘2"omor265,Tambahan LernbaFan Negara RepubIik
lndones∶ a NOmor5373);

4:   Peraturan PemeF∶ ntah NOmor82丁ahun20工2tentang PenyeIenggaF。an sisten’ dan Transaksi

叵IektFOnik (Lembaran NegaFa RepubⅡ k lndonesia 丁ahun 20生 2 NOmor ±89, Tambahan
Lembaran Negam RepubⅡ k Indones∶ a NOmor5348λ

5口   Peraturan Pres∶ den NOmor 26 Tahun 2009 tentang PeneFapan κartu Tanda Penduduk
Berbasis NOmor∶nduk κependudukan secara Nas∶ ona1sebaga∶ rnana telah diubah beberapa

kaⅡ,terakhiF denε an PeratuFan Presiden NOmor土工2Tahun20± 3(Lembaran Negara RepubⅡ k

lndonesia Tahun20± 3NOmor257);

6Ⅱ   Peraturan Menteri DaIam Nege峭 NOmoF土o2Tahun20±9tentang Pembeoan Hak Akses dan
Pemanfaatan Data Kependudukan。

Berdasarkan haI¨ haI sebagairnana tersebut d: atas, denε an in∶  P^RA PⅡ HAκ sepakat untuk
membuat Pe刂 anjian Ke刂 asama tentang Pemanfaatan NOmor lnduk κependudukan dan Data
Kependudukan dengan ketentuan sebagai berikut:
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PasaI生

MAKsuD DAN TUJUAN

Maksud dan t【 刂uan Pe刂anjian κe刂asama ini adaIah untuk rnengefektifkan fungsi dan peran PARA
PIHAK dalaFn ρemanfaatan Data Kependudukan berbasiskan Nomorlnduk Kependudukan.

Pa$aI2
,                   RuANG LIⅡ GκuP

Ruang!ingkup Pe刂 anjian κe刂 asama in【 rneⅡputi:

a.  Pemanfaatan NomoFlnduk Kependudukan.
b。  Pemanfaatan Data Kependudukan.

PasaI3
KEWAJlBAN PARA PIHAκ

(虫) P1HAK PE舳MA mempuny创 k泌苟№an:

a.  Pemanfaatan NOmorInduk κependudukan:

△ mernfas"itasi pembeJan Nomof Induk κependudukan kepada PlIIAK KEDUA dan
∷me∷mbeⅡ  tanda  pada  NomoF  Induk  Kependudukan  yamg  sudah  d刂 afnin

ketun刂
::丨】::|E:1Iannya;dan

2。  membe"kan biFn∴ bimgan te∷knis dan pendampingan∷  tekn“  tentang ∶rnp【emen妇si

kewajiban PIHAκ  κEDuA untuk men∞ ntumkan NOmorInd刂k Kependudukan daIam
Iayanan PIHAK κEDuA atas biaya P1HAK【 EDuA。

b。  Pema∷nfaatan Data Kependudukan:

土。  memfasi丨itasi pennbedan hak akses secara tefbatas kepada PlHAⅡ  KEDuA sesuai
dengan kebutuhan,yamg dik日

i∶
o1eh TⅡn Tekn⒗ daⅡ PARA PlHAK untuk fnendapatkan

perse铷灿an PIⅡAκ PERTA陬 荻as nama GubeFnuF κepuIauan Banεka Bel瓦ung
2. menyediakan jaⅡ ngan komun:kas∶ data dar∶ P1HA【 PERTAMA kepada PIHAκ  κEDuA

untuk土 tsatu)titik atas bhya PlHA【 KEDUA;

3.  meΠWos汕tasi pembe"an bknbingam teknis dan pendompingan tekmb tentanε
打npIementasi pemanfaatan Data Kependudukan deh PlIlAK PERTAmA kepada
P〖HAκ KED⒕几 dan

4.  me叫aga keFahas:aan, keutuhan,dan kebenaran data yang d1peFoIeh dan d秀akses
daⅡ HⅡAK κE0uA WalaupunJangka waktu Pe刂 a刂】an KerJasama in∶ telah berakh∶ r.

(2) ⅡPlHAK κEDuA Ⅱ1empunyai keW刽iban:

a.  Pemanfaatan Nomorlnduk KepeⅡ dudukan:

mencantumkan Nomor Induk Kependudukan yang sudah d刂 arnin ketunggaIannya
daIarn setiap Iayanan yang diterbitkan P∶ HAκ κEDUA da丨am memberikan pelayanan
kepada pubⅡ k;dan

menyed∶ akan perangkat dan tenaga teknis serta anggaran untuk pelaksanaan
birnbingan teknis dan pendampingan teknis guna keIancaran irnpIementasi
kewaJiban PIHAκ KEDuA untuk mencantumkan NomorInduk κependudukan daIam
layanan PIHAK KEDUA.

⊥.
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Pemanfaatan Data κependudukan:

生. me刂 aFnih kerahas|aan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses dari P∶ HAK
PERTAMA waIaupunJangka waktu PerJanJⅠ an κe刂asama initeIah berakhir;

2.  menyediakan  perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data
Kependudukan;

3. menunjuk secara tertuIis 土 (satu) orang p苟 abat tetap di P∶ HAK KEDuA sebagai
pengel0丨 a hak akses yang diberika" wewenang dan∷  tanggung jawab oleh PIHAK
ⅨEDuA;

menyannpaikan  secara  tertuⅡ s  usuIan  nama咱 ama  petugas  pengguna  data
kependudukan dari peε awai tetap PIHAκ 【EDUA kepada PIHAK PERTAMA:η elalui
pengeI°la hak akses;

rnenyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikas∶  data dari PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk土 (satu)titik;

menyiapkan dukungan anggaran untukJaringan k° munikasi data koneksita$dari titik
penerimaan hak akse$daH PIHAκ  PERTAMA ke tit∶ k-titik lainnya di Ⅱ∷ngkungan PIHAK
KEDUA sesuai kebL1tuhan;

menyediakan anggaran untuk peIaksanaan birnbingan teknis dan pendampingan
teknis tentang i1η plementasi penggunaan hak akses untuk mendapatkan data
perorangan yang dikeIOla oIeh PIHAκ  κEDuA yang sudah dⅡ enεkapi dan dibersihkan
oleh PIHAK pERTAMA;dan

membe沌 kan hak akses secara terbatas kepada PlHAK pERTAMA untuk rnenaⅡ k data
yang dirniIiki PlHAK KEDuA guna melengkapi database kependudukan rni丨 ik PlHAK
PERTAMA。

pasa14

HAK PARA PlInK

(土) PIHA抵 P/ErFAMA mempunyaihak:

a.  Pemanfaatan NomorInduk κependudu∷ kan:

Mengawasf pelaksana∷ an k脚叫ibam PIHAX KEDUA untuk【ηem∞ntumka"Nomor Induk
Kependudukan daIam layanan yang ditefbitkan PlHAⅡ ∷KEDuA。

b.  Pemanfaatan Data Kependudukan:

上.  memberikan peFset刂 uan terhadap usuIan P1HAⅡ  κEDuA teⅡ tanε pengelOIa hak
akses daⅡ petugas pθnggBIna data kependudⅡ kan;

2.  mengawasi peIaksanaan pemanfaatam Data Kepemd-udukan;dan

3。  mendapatkan hak akses secara terbatas daⅡ  PlIlAκ  Ⅱ￡DuA∷untuk penεkinian data
yang d∶ FnⅡ ik∶ oIeh PI∶勺⒋K“EDuA guna meIengkaρ i dataDase kθ pend"dukan secara
Ⅱas∶onaI。

(2) PlHAK κEDUA mempunya∶ hak:

a.  Pemanfaatan NomorInduk Kependudukan∶

mendapatkan NomorInduk Kependudukan yang teIah d刂 arnin ketunggaIannya untuk
seluFuh penggLtnaan Iayanan yang diseIenggaFakan oIeh PIHAK KEDUA;dan

mendapatkan birnbingan teknis dan pendampingan teknis tentanε  ∶rnp丨 ementas扌
kew日刂iban PIHAκ  KEDVA untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan yang
teIah d刂arnin ketunggalannya dalam layanan yang diterbitkan PIHAK κEDUAⅡ
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总△)

(2)

(3)

(4)

Pemanfaatan Data Kependudukan:

生.  mendapatkan hak ak$es Data Kependudukan $ecara terbatas sesua∶  kebutuhan
denεan perset:J1juan tθ ΓIebih dahuIu daⅡ  P:HAK PERTAMA;dan

2. mendapatkan b∶ rnb∶ngan teknis dan pendamp∶ngan teknis tentang irnplementas∶
penggunaan hak akses Data Kependudukan.

PasaI5

~  钾                  EVALunSl D^Ⅱ PEL^PORAⅡ

P∶ H^Ⅱ  κεDuA berkewa刂 :ban membuat laporan berka!a pemanfaatan NOmor lnduk
κependudukan dan Data κependudukan per serneste1buIan JunI untuk semester pertama
dan bulan Desember untuk semester kedua kepada Pl0lAκ  PERt^ⅢA dengan terη busan
DiFekturJenderaI κependudukan dan Pencatatan."pⅡ  dan GubeFnur.

P∶HAK PERt^ⅢA melakukan evaluas∶ pemanfaatan NOmor lnduk Kependudukan dan Data
Kependudukan secara berka|a ataslaporan PIHAκ  κEDu^sebagairnana dirnaksud pada ayat
(土 ).

P∶HAK PERt川M^dapat rneIakukan evaluasi pemanfaatan NOmor Induk κependudukan dan
Data Kependudukan sewaktuˉ waktu。

Has∶ I evaIuasi sebaga∶ rnana d∶ rnaksud pada ayat(2)dilapoFkan kepada Gubernur dengan
tembusan Mented Dalam NegeⅡ  melalui DiFektur Jenderal κependudukan dan Pencatatan
sipi1.

PasaI6
J^ⅡGKA WA盯u

Pe刂 anj∶ an Ke刂asama ∶ni muIa: berIaku 蝴 ak dkandatanganinya Pe刂anjian Ke刂 asama ini OIeh
P^RA PIH^K sampai dengan tanggaI5Maret2025dan dapat dIperpa叫 ang atas ρers曲:uan PARA
PIHAKⅡ

Pasa∶ 7
XEAD触 Ⅱ ⅢEⅢAKsAfmRcE mAJEuR9

ApabⅡa te刂 ad∶  ha卜haI di  Iuar kekuasaa【 l  PARA PIHAκ  atau  keadaan memaksa,
dapatd∶lakukan perubahan peIaksanaan Pe刂 anj:an Ke刂 asama atas persetij1juan PARA PIHAκ .

Keadaan memaksa sebaga∶ rnana d∶ rnaksud pada ayat (土 、 ada丨ah adanya keb刂 akan
pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat d:扌 a丬 utkannya peIaksanaan  Pe刂 anjian

Ke刂asama in∶ dan apab∶ la te刂 ad∶ ha卜haI d"uar kekuasaan PARA PlH^K。

Pasa∶ 8
BER^KH∶ RⅡYA PERJA"JIAⅡ  κ叵RJAsAmA

Pe刂anjian κe刂asama berakhir apabⅡ a:

a。  jangka waktu Pe刂 anJian Ke刂 asama teIah seIesai;atau

b。  atas kesepakatan PARA PIHAκ  untuk rnengakhiri ke刂 asama sebeIum jangka waktu Pe刂 anj∶an
κe刂asama berakhir“

±
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Pasa!9
PE"YELEsAIAN PERsELlsIHAⅡ

(生) ApabiIa dikeJnud;a∷ n haJ timbu丨 permasaIahan dalam perbedaan pe"afsiFan dan pe丨 aksanaan
Pe1∶∶a刂 r1j∶a卩 Ke11;asama ini antaFa PARA PlHAK akan disel∷ eg耐kan secara m【 Isyawarah umtuk
∷吖lufakat。

(2) DaIam haI m田syaWarah dan mufakat sebagaiFnana dIFnaks臼 d pa∷da ayat(韭 )tidak terGapai,
maka ak畲 nd∶seIesaikan sesuai dengan peratuFan peFundan∷ gˉu∷ndanεan.

Pasa【 生o
LAIN-LAlN

(盘)  Dalam haI dipe"ukan adanya penambah¤ n atau pe泅 gurangan mateFi Pe刂 anjian κe刂asama
:n;,maka dapat dilakukan perubahan ata$perset刂 uan PARA PlHAκ .

Perubahan sebagairnana difnaksud pada ayat (△ ) dituangkan daIarn ^dJe"JⅡ m yang
merupakan bag∶ an yang tidak terpisahkan dari Pe刂 anjian Ke刂 asama ini.

κetentuan-ketentuan yanε bersifat teknis dan operas∶ onal dalam pe1aksanaan Pe刂 anj∶an
Ke刂asama iniakan d∶ susun daIarn standard opeFasional dam Prosedur(sOP).

Pasa∶ 土工

PENUTUP

Den1ikianPe刂 anjian Ke刂 asama ini dibuat da丨 an∩ rangkap2(dua),masingˉ rnasing dibubuhi materai
CukLtp dan rnempunyai kekuat晶 n hukum yang sam锇 sete|ah ditnndatangani PARA PIHAκ .

(2)

(3)
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